PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS

IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 1 TAHUN 2011

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2011

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

HBh

e

bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 181 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah
beberapa kaii diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008,
Gubernur mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Dacrah
untuk dibahas dan disetujui bersama;

bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam hurii a,
merupakan perwujudan dari Peraturan Gubernur Nomor 119 Tahun 2010
tentang Rencana Kerja Pemerintan Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta Tahun 2011 yang dijabarkan ke dalam Kebijakan Umum
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta prioritas dan plafon
anggaran yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Provinsi
Daerah Khusus [bukota Jakarta dengan Dewan Perwakilan Rakyat Dacrah
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta:

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a
dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Anggiaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011:

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan
Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomo: 68,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tenun
1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Aias

Tanah dan Bangunan {Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 1997
Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 368¢)
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Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1939 tentang Penyelenggaraan Negara
yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan MNepctisme (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4285);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 fentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nemor 4355);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4389);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan
dan Tanggung Jawab Pengelolaan Keuangan Negera (Lembaran Negara
Republik indonesia Tahun 2004 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Fembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Megara Republik Indonesia Nomor
44213,

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah
beberapa kali diuban, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2008 (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2008 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Momor 4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran MNegara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 128, Tarmbahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438); '

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai ibukota Negara Kesatuan
Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 93 Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 4744);
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerzh (Lembaran Negara Renublik Indonesia Tahun 2009

Nomor 130, Tambahan l.embaran Negara Republik Indcnesia Nomor
5049);
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Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahunm 2001 Nomor 118,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 41 38);

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah
(Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor
119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 41 39);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indoneasia Tahun 2004 Nomor
90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416)
sebagaimana telah beberapa kall diubah terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomer 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4711Y;

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tanun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Nega+a Republik Indonesia
Nomor 4502);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang FPinjaman Daerah
(Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2005 Nomor i,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonasia Nomor 4574);
Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan
(Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 2005 Nomer 137,
Tambahan Lembaran Negara Republik Inconesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4576);

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 ten

Negara Republik Inclonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lermbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 lentang Pengelolaan
Keuangan Daersh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 140, Tambahan Lembaran Megara Republik Indonesia
Nomor 4578);
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Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45383);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang
Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomer 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun
2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Momor 4855);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan
dan Kinera Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4614);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2007,

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tanun 2010 tentang Pedoman
Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2011; '

Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2004 tenlang Pengetolaan Barang
Daerah {Lembaran Daerah Propinsi Daerah Khusus lbukota Jakeria
Tahun 2004 Nomor 72);

Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Kedudukan Keuangan
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyal Daerah Propinsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Khusus
lbukota Jakarta Tahun 2004 Nomor 112);

Peraturan Daerah Nomor § Tahun 2007 tentang Paokok-pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Pemerintah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta Tahun 2007 Nomor 5};

Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 teniang Crganisasi Perangkat
Daerah (Lemuaran Daerah Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota
Jakarta Tahun 2008 Nomor 10).



Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

dan
GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN

BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARARN 2011.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 sebagai berikut :

1.
2.

(1)

Pendapatan Daerah Rp 26.079.200.674.665,00
Belanja Daerah Rp 27.875.807.120.065,00
Surplus/(Defisit) Rp {1.796.606.445.400,00)

Pembiayaan Daerah:

a. Penerimaan Rp 2.428.534.745.400,00
b. Pengeluaran Rp 631.828.300.000,00
Pembiayaan Netto Rp  1.796.606.445.400,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Rp 0,00
Pasal 2

Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdisi dari -

a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah Rp  16.022.580.846.665,00
b. Dana Perimbangan sejumlah Rp  8.909.200.000.000,00
c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sejumiah Rp  1.146.719.828.000,00

Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis
pendapatan : !

a. Pajak Daerah sejumiah Rp  13.709.000.000.000,00



(3)

(2)

b. Retribusi Daerah sejumlah Rp 425.000.000.000,00

¢. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan Rp 225.000.000.000,00
sejumlah

d Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sejumiah Rp  1.663.580.846.665,00

Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis
pendapatan :

a. Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak sejumlah  Rp 8.700.000.000.000,00
b. Dana Alokasi Umum sejumlah Rp 209.900.000.000.00
c. Dana Alokasi Khusus sejumlah Rp 0,00

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ terdiri
dari jenis pendapatan :

a. Hibah sejumlah Rp 504.000.000.000,00

b. Dana Darurat sejumiah Rp 0,00

¢. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Rp 0,00
Daerah Lainnya sejumlzh

d Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus sejumlah Rp ©52.719.828.000,00

€. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah Rp 0,00

Daerah Lainnya sejumiah
Pasal 3

Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
a. Belanja Tidak Langsung sejumiah Rp  9.534.312.666.561.00
b. Belanja Langsung sejumiah Rp 18.341.494.453.504,00

Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis
belanja:

a. Belanja Pegawai sejumlah Rp  8.521.388.651.561.00
b. Belanja Bunga sejumlah _ o 4.353.828.000,00
c. Belanja Subsidi sejumlah Rp 0,00
d. Belanja Hibah sejumlah Rp 865.613.816.819,00
e. Belanja Bantuan Sosial sejumlah Rp 58.527.900.000,00
f. Belanjé:Bagi Hasil sejumlah Rp 6,00
g. Belanja Bantuan Keuangan sejumlah Rp 1.350.000.000,00
h. Belanja Tidak Tercuga seju siah Rp 83.078.470.181,00



(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja:

a. Belanja Pegawai sejumiah Rp  1.212.460.196.618,68

b. Belanja Barang dan Jasa sejumizh Rp  9.071.099.996.132.65

c. Belanja Modal sejumlah Rp  8.057.934.260.752,66
Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari -
a. Penerimaan sejumlah Rp  2.428.534.745.400.00
b. Pengeluaran sejumlah Rp 631.928.300.000,00

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran

Sebelumnya (SILPA) sejumlah Rp  2.428.534.745.400,00
b. Pencairan Dana Cadangan sejumlah Rp 0,00
¢. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah vyang Dipisahkan

Sejumiah Rp 0,00
d. Penerimaan Pinjaman Daerah sejumiah =p G,00
e Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman sejumlah Rp 0,00
f.  Penerimaan Piutang Daerah sejumiah Rp 0,00

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Pembentukan Dana Cadangan sejumlah Rp 0,00
b. Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah Rp £94.000.000.000,00
sejumiah
Pembayaran Pokok Utang sejumlah Rp 11.228.300.000,00
Pemberian Pinjaman Daerah sejumlah Rp 26.700.000.000,00
Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari

Peraturan Daerah ini, terdiri dari :
a. Lampiran | Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah:;

b. Lampiran Ii Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan
Pemerintahan [™1erah dan Organisasi:
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Lampiran Il
Lampiran IV

Lampiran vV

Lampiran VI
Lampiran VI
Lampiran VIl
Lampiran IX
Lampiran X
Lampiran X

Larnpiran Xl

Lampiran XHI

Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan
Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan LCaerah, Organisasi,
Program dan Kegiatan:

Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselérasan dan Keterpaduan Urusan

Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan
Negara;

Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;

Daftar Piutang Daerah;

Daftar Penyertaan Modal (investasi) Daerah:

Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah:
Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lain-Lain;

Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum
diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;

Daftar Dana Cadangan Daerah : dan
Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 6

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan Peraturan Daerah ini, Gubernur menetapkan Peraturan

Gubemur tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan
operasional pelaksanaan APRD.

Pasal 7

Dalam keadaan darurat, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum

tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam Rancangan Perubahan APBD,
dan/alau disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.

Pasal 8

Dalam rangka mengantisipasi belanja untuk keperiuan mendesak, Pemerintah Frovinsi Daerah

Khusus Ibukota Jakarta dapat meriyediakan pendanaan darurat untuk

penanggulangan

bencana alam, bencana sosial, penanggulangan penularan penyakit, kerusuhan massal dan
Kejadian luar biasa yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.



Pasal 9
Pengeluaran belanja mendesak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, juga mencakup
Program dan Kegiatan Pelayanan Dasar Masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam
tahun anggaran berjalan dan keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan
menimaulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan masyarakal.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut terhitung
sejak tanggal 1 Januari 2011.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini
dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus bukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
padatanggal 13 Januari 2011

GUBERNUR F’ROVINSI DAERAH KHUSUS

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 13 Januari 2011

SEKRETARIS-BAERAH PROVINS! DAERAH KHUSUS
A BRI \\ A JAKARTA,

LEMBARAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2011 NOMOR 1



